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Wawancara dengan Cendikawan Muslim Kota Palangka Raya

1. H. Syaikhu, M.H.I

Bagaimana kedudukan Hukum Nikah Siri/Tidak Tercata yang dilakukan oleh
40 Padangan yang terjadi di Kecamatan Kahayan Hilir ?

Nikah siri dalam bahasa lainnya juga di sebutkan nikah di bawah
tangan. Dalam bahasa lain juga nikah tidak sesuai perundang-undangan atau
hukum negara. Dalam segi hukum, kita lihat terlebih dahulu bahwa nikah siri
tidak sah karena tidak tercatat, tetapi secara hukum agama selama syarat dan
hukumnya terpenuhi boleh nikah siri, itu secara negatifnya. Dalam sisi
positifnya, Pertama; pernikahan siri jika dilegalkan akan semakin banyak dan
ini bukanlah menjadi hal rahasia, tetapi pada prinsipnya ada kesepakatan
terlebih dahulu antara pasangan suami istri. Kedua, pelaksanaan nikah siri
secara hukum uu keabsahannya masih di ragukan karena akibat hukumnya
berkepanjangan bagi hak-hak perempuan yang tidak mempunyai data
dokumen sah secara negara tidak bisa menguat hak hukumnya seperti gugatan
atau hak apapun yang jika terabaikan oleh suaminya, karena proses awal
memang sudah tidak memenuhi administrasi. Apabila di lihat dari sisi
maslahatnya (hukum agama) nikah siri dari seorang pria yang menginginkan
atau menambah atau secara sembunyi menginginkan seorang istri lagi,
padahal jika di cukup satu tidak perlu nikah siri, tetapi karena ingin
menambah atau membuat istri yang lain tidak tahu (sembunyi), maka secara
hukum agama termasuk nikah meskipun siri.

Hal ini saya lihat dari sepengetahuan saya melihat dari sisi perempuan
yang kedua, tetapi bagi pihak istri yang pertama mungkin tidak tahu. Hal
seperti ini sering terjadi/banyak kasus seperti ini, maka hukum agama melihat
dari sisi magashid as-Syari‘ah ada dua pilihan agar tidak konsidet, sedangkan
dari sisi negatifnya ialah kerugian bagi seorang (calon) istri yang menikah
secara siri (hukum negara), tetapi secara hukum agama mungkin ada jaminan
bahwa bila mau nikah maka akan terpenuhi segala kebutuhannya walaupun
siri. Segi maslahatnya (maqashid syari‘ah) bahwa ini kemungkinan terjadi siri
itu karena dalam keadaan tertentu/hukum tertentu misalnya melakukan hal
yang negatif bagi agama (sex bebas) untuk melegalkan tersebut di lakukanlah
secara hukum agama yaitu siri. Oleh karena itu, pandangan saya terhadap
nikah siri menjadi dua (2) sisi lain ada maqashid syari‘ah yang dituju, tetapi
di sisi lain ada Undang-Undang yang menyatakan bahwa perkawinan yang
tidak tertulis/tercatat dalam peraturan negara tidak di akui. Sisi pertama,
secara hukum agama, masyarakat memandang sepanjang sah secara agama
silahkan saja, padahal ada efek sampingnya, tetapi hukum nikah siri itu
mungkin ada tujuan magashid nikah siri yang ingin di capai misalkan seorang
istri yang meninggal dunia, si suami ingin menikah siri yang kedua untuk
melindungi anak-anak yatim si perempuan yang dinikahi siri tersebut seperti
ekonominya. Untuk melindungi itulah tujuan maqashid tersebut maka
sepanjang hal tersebut kembali kepada illat awal bahwa kemurahan itu



apabila ketentuan sesuai dengan tujuan dan bagaimanapun nikah siri bukanlah
fenomena baru saat ini, bahkan dari dulu juga banyak peristiwa nikah siri
terutama di kota Palangka Raya bahwa hukum nikah siri/secara sembunyi
kembali kepada tujuan yang ingin di capai dari pernikahan itu, kalau yang di
tuju untuk melampiaskan nafsu atau penelantaraan yang kedua (istri), ini
melanggar magashid dari tujuan awal, tetapi dalam rangka seperti melindungi
anak-anak yatim atau ada maksud baik lainnya, saya rasa nikah siri masih
dalam teruterial tidak masalah. Namun dalam tujuan hukum jika ada peristiwa
hukum istri yang siri kesulitan dalam ketentuan hak dalam negara.

Berkenaan dengan sisi kedua, ini kelanjutan dari tujuan awal bahwa ada
masyarakat kit yang melakukan nikah siri tentu saja tidak mempunyai
dokumen dan buku nikah, maka ada pihak atau lembaga atau institusi lainnya
yang melegalkan dengan cara isbat nikah.

Menurut Hukum Islam Perkawinan atau pernikahan itu dianggap sah apabila
memenuhi rukun dan syaratnya yaitu 2 orang mempelai, dan dua orang saksi,
ljab Qabul, dan Perkawinan Di Indonesia telah diatur dengan Undang-
undang perkawinan No.1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa perkawinan
atau pernikahan diwajibkan untuk dicatat, apakah nikah siri/nikah tidak
tercatat itu sah?

Isbat nikah bukan karena tidak sahnya pernikahan, tetapi hanya untuk
memperbaharui untuk mendapatkan legalitas, memang dulu ada beberapa dari
pihak kita tentang isbat nikah di masyarakat kebetulan nikahnya tidak
mempunyai dokumen. Secara hukum (agama) sah, tetapi dokumennya tidak
ada, maka kategori nikah siri bisa ada dua (2) yaitu; (1) ada siri yang baru
yang tidak mempunyai legalitas dan (2) ada siri yang sudah mempunyai anak
bahkan cucu yang tidak mempunyai dokumen, lalu dilakukanlah isbat dan
dilakukan cetak secara administrasi. Menurut saya, bagi pasangan suami-istri
yang melakukan nikah siri ada jalan untuk mendapatkan pengakuan sah
secara agama dan sah secara negara maka isbatlaj jalannya karena ishat nikah
mengulang kembali yang sudah mempunyai anak/cucu sekian banyak mereka
bukan mengulang nikahnya, tetapi karena tidak mempunyai bukti dokumen
secara negara, maka isbat ini penting untuk melengkapi dokumen yang
diperlukan dan dia sah secara hukum untuk dokumen buku nikah dan kartu
keluarga yang bermanfaat untuk pembuatan paspor, Kartu Tanda Penduduk
(KTP), dan lainnya.

Sepanjang isbat ini dipandang jalan memulihkan nantinya menurut saya
tidak boleh, maksudnya begini nikah sirikan ada isbat nikah itu bukan koridor
itsbat yang saya maksud. Isbat yang saya maksud ialah isbat yang untuk
maslahat untuk melindungi hak-hak perempuan seperti janda, maka dia ikut
serta dalam isbat supaya dia mempunyai dokumen-dokumen yang
mempunyai kekuatan secara hukum (negara). Adapun dia nikah siri kemudian
dia isbat nikah itukan salah, saya kira pandangan maslahat untuk
mendapatkan keabsahan secara negara dan legalitas hukum, saya rasa masih



banyak masyarakat yang nikah secaara agama sah tetapi belum tercatat secara
resmi.

Saya khawatirkan tentang nikah siri kemudian isbat nikah dari
perubuatan poligami itu sendiri karena isbat ini mempunyai kelemahan
karena bisa saja si istri pertama dari nikah siri kemudian dia isbat dan
mempunyai kekuatan hukum serta si suami menikah lagi dan mempunyai istri
kedua kemudian dia isbat juga dan mempunyai kekuatan hukum. Jika kedua
belah pihak saling mengaku sah sebagai istri dan menuntu haknya masing-
masing akan sangat sulit untuk menyelesaikan persoalan tersebut, di sinilah
pentingnya saksi dalam pernikahan dan isbhat tersebut.

Oleh karena itu, di sinilah peran KUA dan penyuluh agama
kemasyarakat bahwa pentingnya keabsahan secara legal dan di masyarakat ini
seperti orang tua kita dulu tidak tercatat nikahnya, maka isbat nikah inilah di
pandang dalam kerangka sekarang ini kalau ada isbat nikah saya melihat
kepada maslahatnya tapi dalam koridor bahwa bukan tujuan awal untuk
mengabsahkan nikah sirinya terlebih dahulu, tetapi tujuan awal akhir untuk
membantu pasangan suami-istri untuk mendapatkan kepastian hukum di isbat
tersebut dan di pemerintah daerah atau PEMKOT biasanya ada program
mendukung masyarakat-masyarakat yang belum keterangan donasi secara
nikahnya dengan isbat ini, jadi harus ada kerja sama PEMDA atau PEMKOT
untuk membantu masyarkat yang ending akhirnya maslahat yang mempunyai
kekuatan dasar dalam administrasi kepengurusan hak atau melengkapi
dokumen yang lainnya. Intinya ada dua kriteria dari ketentuan nikah siri
tersebut yaitu:

a. Tujuan awal nikah siri itu untuk apa.
b. Kebolehan nikah siri dilihat dari maksud melakukan nikah siri.

2. Drs. Hairuddin Halim

Bagaimana kedudukan Hukum Nikah Siri/Tidak Tercata yang dilakukan oleh
40 Padangan yang terjadi di Kecamatan Kahayan Hilir ?

Nikah siri di masyarakat mungkin di tinjau dari hukum Islam dalam
hukum munakahat sahnya nikah itu apabila memenuhi syarat yang umum
bahwa nikah itu sah apabila ada kedua calon mempelai, saksi, wali, karena
nikah itu sah apabila ada walinya yang mujrir atau kedua orang tuanya. Nikah
siri jika dalam hukum Islam kalau memenuhi syarat dan rukun, maka
nikahnya sah. Akan tetapi, dari segi hukum perkawinan itu tidak tercatat, jadi
fenomena di masyarakat tetap berlangsung bahkan ada mensahkan nikah siri,
sehingga mungkin dari hukum Islam sah, tetapi dari segi Undang-Undang
Perkawinan tidak sah karena tidak tercatat.

Menurut Hukum Islam Perkawinan atau pernikahan itu dianggap sah apabila
memenuhi rukun dan syaratnya yaitu 2 orang mempelai, dan dua orang saksi,
ljab Qabul, dan Perkawinan Di Indonesia telah diatur dengan Undang-



undang perkawinan No.1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa perkawinan
atau pernikahan diwajibkan untuk dicatat, apakah nikah siri/nikah tidak
tercatat itu sah?

Isbat nikah merupakan upaya legalitas perkawinan secara hukum positif
dan Komplikasi Hukum Islam (KHI). Isbat nikah berarti nikah yang tercatat
untuk memperoleh buku nikah, kalau ada buku nikah sah secara hukum
perkawinan dan itu berkaitan dengan keabsahan hukum pasangan suami-istri
untuk pembuatan akte kelahiran anak dari buku nikah itu, karena jika tidak
ada buku nikahnya, maka anaknya tidak di akui oleh negara/legalitas dan
yang paling dirugikan dari nikah siri ini biasanya pihak perempuan.

3. Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.

Bagaimana kedudukan Hukum Nikah Siri/Tidak Tercata yang dilakukan oleh
40 Padangan yang terjadi di Kecamatan Kahayan Hilir ?

Nikah siri menurut saya, pertama dulu nikah siri kalau kita melihat di
zaman sekarang banyak membawa dampak mudarat. Kemudaratannya itu
untuk perempuan akan hilangnya hak-haknya ketika ada pengabaian nafkah
atau pergi tanpa kabar/berita. Ketika bercerai si perempuan tidak bisa
meminta hak-haknya karena orang-orang pengadilan nantinya mencari bukti
pernikahan (mana bukti kamu dengan istri mu), ketika kita tidak bisa
menampilkan bukti pernikahan tersebut terutama bagi perempuan, maka
perempuan tidak bisa membuktikan bahwa dirinya istri sah.

Kedua, ketika si suami meninggal dunia dan si istri meminta hak
warisnya dapat, maka otomatis pengadilan tidak akan pernah apabilagi
misalkan nikah sirinya tanpa di ketahui si istri pertama kalau dia poligami,
ketika si istri kedua yang di poligami mengaku-ngaku, istri pertama pasti
menolak dan meminta bukti yang ternyata tidak punya karena nikah siri
tersebut. Otomatis hak-hak si istri itu tidak bisa terlaksana bahkan dampak
yang lain juga adalah ke anak, pengakuan terhadap nasabanak tidak di akui
oleh negara ketika anak ini di bikin kan akte kelahiran otomatis negara
mencari buku nikah dan KTP dan apabila perempuan (istri/ibu) tidak bisa
memperlihatkan buku nikahnya, maka orang tidak akan percaya benar-benar
anak si laki-laki tersebut, hingga akhrinya di Bin kan ke ibunya karena yang
pasti kan si ibu yang tidak pastikan bapaknya, ini bisa berdampak ke
psikologis anaknya dia akan malu kepada kawan-kawannya karena tidak
mempunyai Bin ayahnya melainkan Bin ibunya. Dampaknya ini tidak hanya
di dunia tetapi sampai akhirat karena si anak akan mengeluarkan sumpah
serapah yang mengakibatkan durhaka kepada kedua orang tuanya. Melihat
dari itulah maka kaidah fikih itu berkata “menolak kemudaratan lebih di
utamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Nikah siri ada maslahatnya yaitu cepat siap saji, di manapun bisa di
lakukan asalkan ada kemaslahatan, cinta bisa terlaksana hubungan seksual



bisa langsung di lakukan, tetapi kebaikan yang di maksudkan di situ justru
mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, maka berdasarkan kaidah
sebelumnya menolak kemudaratan lebih di utamakan daripada timbulnya
kemudaratan nanti, maka lebih baik menikah itu secara tercatat atau tertulis.

Jika di tanya hukum nikah siri itu seperti apa, saya balik bukan hukum
nikah sirinya, tapi bagaimana hukum pencatat tidak di siri berarti nikahnya
harus tercatat di KUA. Hukum pencatatan menurut saya merupakan syarat
sah akad nikah ketika menikah itu tidak dilakukan di hadapan pegawai
pencatat nikah berarti tidak mencukupi syarat, maka pernikahan itu tidak bisa
di lakukan ketika syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tidak bisa
dilakukan.

Saya sependapat dengan cendikiawan muslim Banjarmasin yaitu bapak
Dr. Soekarni, di mana beliau menyatakan bahwa pencatatan nikah menjadi
rukun artinya ketika pelaksanaan akad nikah dilakukan tidak tercatat maka
tidak sah nikahnya, namun rukun pencatatan ini menjadi bagian Saksi tetapi
sebenarnya tidak menambah rukun karena pencatatan itu masuk dalam saksi.
Saksi itu ada 2 yaitu saksi hidup dan saksi benda yang bisa di bawa ke
manapun (administrative), saksi hidup memiliki kekurangan yaitu orang
tersebut bisa saja meninggal atau dia pindah bisa juga kita yang pindah dari
tempat kemarin, maka otomatis ketika di minta untuk membuktikan
bahwasanya mereka sebagai suami-istri tidak mungkin menghadirkan apalagi
saksi tersebut telah meninggal dunia. Adapun saksi yang bisa di bawa
kemana-mana adalah saksi administrasif yaitu pencatatan nikah tersebut
(buku nikah), kemanapun di bawa jika ada buku nikah sudah menjadi saksi
dalam perkawinan, sehingga pencatatan akad nikah menjadi rukun bagian
dari saksi.

Jika ada orang bertanya bagaimana dengan rukun tertinggal, maka
nikahnya tidak sah (nikah siri). Otomatis karena nikah siri tidak memenuhi
dari rukun yang saksi tersebut, maka nikah sirinya tidak sah. Hal ini bukan
merubah hukum tetapi kumpulan rukun-rukun nikah merupakan tataran fikih,
karena dalam Alquran tidak di sebutkan rukun nikah ada 5 (lima) bahkan kata
rukun tidak ada di dalam Alquran, hadis pun juga tidak menyebutkan rukun
nikah ada 5 (lima) yaitu calon pasangan, wali, dua orang saksi, akad, dan ijab
gabulnya. Ada tidak dalam hadis menyebutkan rukun yang 5 ini, tidak ada
kan bahkan ulama sendiripun seperti Imam Hanafi mengatakan tidak apa-apa
menikah tanpa wali tapi saksi harus ada, Imam Hambali mengatakan tidak
apa-apa menikah tanpa saksi tapi harus ada wali karena menikah itu dapat di
saksikan orang banyak, namun Imam mazhab Syafi‘i mengatakan harus ada
wali dan saksi. Hal ini dapat dinyatakan bahwa yang menentukan rukun
tersebut adalah ulama.

Intinya saya tidak merubah hukum, tetapi berdasarkan kaidah fikih yang
mengatakan bahwa “fatwa bisa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan
zaman, tempat keadaaan, adat kebiasaan dan niat”. Jika kita kita lihat saat ini
pernikahan di berlakukan pencatatan seperti KUA ada di mana-mana, fasilitas
tersebut sudah ada lalu kenapa dia harus nikah siri sehingga ada niat apa dia
melakukan nikah siri, sehingga berubahnya hukum itu tergantung dengan niat



dia untuk menikah apakah dia serius atau tidak. Karena itu, saya tidak
merubah hukum tetapi menambah bagian dari fikih (5 syarat nikah).

Menurut Hukum Islam Perkawinan atau pernikahan itu dianggap sah apabila
memenuhi rukun dan syaratnya yaitu 2 orang mempelai, dan dua orang saksi,
ljab Qabul, dan Perkawinan Di Indonesia telah diatur dengan Undang-
undang perkawinan No.1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa perkawinan
atau pernikahan diwajibkan untuk dicatat, apakah nikah siri/nikah tidak
tercatat itu sah?

4.

Pertama yang memutuskan itu adalah pengadilan, kedua saya
memberikan pandangan di mana saya sependapat dengan Komplikasi Hukum
Islam (KHI) yang menyatakan bahwa isbat nikah itu hanya bisa di lakukan
ketika; (1) orang yang menikah di bawah tahun 1975, (2) faktor hilangnya
bukti administratif seperti terbakar, sehingga di daftarkanlah ke pengadilan
agama tentang isbat nikah yaitu menetapkan, di mana pengadilan itu
menetapkan kembali bahwasanya si A dan B sebagai pasangan suami-istri.
Jika ada orang saat ini ada yang menikah di bawah tangan/siri tidak sesuai
dengan ketentuan tersebut, maka pengadilan tidak boleh tidak memutuskan
dan tetap memproses perkara, tinggal pengadilan menganalisis apakah layak
di kasih isbat atau tidak.

Sepengetahuan saya, sidang ishbat di pengadilan tidak semuanya di
terima ada yang ditolak. Saya sependapat dengan pendapat Hasbi Ash-
Shiddigi bahwasanya KHI menjadi fikih Indonesia namanya atau Prof.
Hazairin menyatakan mazhab nasional walaupun dia berbicara tentan
kewarisan, tetapi fikih itu bisa di sebut dengan mazhab Indonesia.

Drs. Masrawan, M. Ag. (07/12/2018)

Bagaimana kedudukan Hukum Nikah Siri/Tidak Tercata yang dilakukan oleh
40 Padangan yang terjadi di Kecamatan Kahayan Hilir ?

Baik saya akan sampaikan apa yang menjadi peetanyaan saudara
Mardianus, di Indonesian pernikahan di atur dalam undang-undang No. 1
Tahun 1974 yang di aplikasikan kedalam Kumpilasi Hukum Islam, yang
mengatur tentang perkawinan di Indonesia, berkaitan dengan sah dan
tidaknya maka nikah siri itu sah selama di laksanakan sesuai aturan Islam,
namun karena sudah di atur dengan undang-undang No. 1 tahun 1974 maka
perkawinan harus dilakukan sesuai dengan keinginan pemerintah sesuai
dengan peraturan undang-undang perkawinan tersebut.

Saya secara pribadi menolak dan tidak mendukung nikah siri, atau
nikah yang dilakukan tidak tercatat, karena saya beralasan bahwa nikah siri
akan menimbulkan beberapa masalah secara administratif, sikologis bagi
anak san isteinya, sebagai contoh anak tidak bisa memiliki akte kelahiran,
terkendalanya pelaksanaan beberapa kegiatan yang memang membutuhkan



kelengkapan administratif, seperti pelaksanaan ibadah haji dan sebagainya,
dan yang jelas bahwa istri dan anak tidak mendapat legalitas secara hukum,
berkaitan dengan hal tersebut maka jika ada masyarakat yang secara sengaja
melakukan pernikahan tanpa mematuhi aturan yang berlaku, maka itu
dikatakan nikah siri, dan jika seperti itu maka pernikahan tersebut tidak
mendapatkan pengakuan oleh Negara, maka pernikahan itu juga sudah dapat
dipastikan akan mendapat masalah di kemudian harinya.

Menurut Hukum Islam Perkawinan atau pernikahan itu dianggap sah apabila
memenuhi rukun dan syaratnya yaitu 2 orang mempelai, dan dua orang saksi,
ljab Qabul, dan Perkawinan Di Indonesia telah diatur dengan Undang-
undang perkawinan No.1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa perkawinan
atau pernikahan diwajibkan untuk dicatat, apakah nikah siri/nikah tidak
tercatat itu sah?

menurut saya jika memang peserta Itsbat nikah itu memenuhi syarat
yang sesuai dengan peraturan, maka mereka memiliki kesempatan untuk
mengikuti program itsbat nikah, namum jika prosesnya tidak memenuhi
syarat, atau di rekayasa maka mereka tidak pantas di mendapatkan
kesempatan untuk itsbat nikah.

5. Drs. Bulkani (03/12/2018

Bagaimana kedudukan Hukum Nikah Siri/Tidak Tercata yang dilakukan oleh
40 Padangan yang terjadi di Kecamatan Kahayan Hilir ?

Pertama saya ingin sampaikan bahwa pernikahan adalah suatu tujuan
manusia yang ingin melanjutkan kehidupa atau generasinya atau
keturunannya yang ke dua jika kita merujuk denhan syarat dan rukun
pernikahan berdasarkan hukum Islam, jika rikun dan sharat penikahan itu
memenuhi syarat dan unsur yang sesuai dengan hukum islam, maka nikah
tersebut adalah sah, namun di Indoneaia kita memiliki aturan yang berbeda
dengan negara lain, yaitu adanya undang-undang perkawinan No. 1
Tahun1974, yang mana bahwa perkawinan di Indonesia akan diakui
keberadaannya jika perkawinan tersebut sesuai dengan undang-undang
perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Yang ke tiga, Perkawinan adalah merupakan suatu ikatan antara kedua
belah pihak suami dan istri, namun ikatan tersebut perlu mendapatkan
perlindungan hukum dan pengakuan dari masyarakat, nah jika pernikahan itu
sendiri tidak di akui maka hubungan tersebut akan rentan terhadap masalah
hukum, yang bisa merugikan dan menghilangkan hak-hak istri secara yuridis,
dan juga menimbulkan masalah juga bagi anak-anak mereka.



Menurut Hukum Islam Perkawinan atau pernikahan itu dianggap sah apabila
memenuhi rukun dan syaratnya yaitu 2 orang mempelai, dan dua orang saksi,
ljab Qabul, dan Perkawinan Di Indonesia telah diatur dengan Undang-
undang perkawinan No.1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa perkawinan
atau pernikahan diwajibkan untuk dicatat, apakah nikah siri/nikah tidak
tercatat itu sah?

Itshat nikah adalah hajat pemerintah untuk memberikan perlindungan
hukum bagi warganya diantaranya untuk memberikan perlindunga
hukumnya, itsbat nikah memiliki beberapa ketentuam yang wajib di
laksanakan oleh para calon peserta itsbat nikah, nah jika pwrsyaratan dan
ketentuan telah di penuhi maka berarti nikaj itu dianggap syah dan
memdapatkan pengakuan hukum.

6. H. Iskandar (03/12/2018)

Bagaimana kedudukan Hukum Nikah Siri/Tidak Tercata yang dilakukan oleh
40 Padangan yang terjadi di Kecamatan Kahayan Hilir ?

Kasus peenikahan di Indonesia sangat kompleks dan sangat sulit, hal ini
berkenaan dengan kesadaran masyarakat jika ingin pernikahan itu tercatat dan
dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah secara hukum, maka mereka
harus sadar dan melakukan pemenuhan syarat-syarat yang telah di tenrukan
oleh negara, dan pada dasarnya masyarakat pun berkeinginam begitu, namun
ada beberapa hal yang perlu juga kita perhatikan, bahwa kejadian di
masyarakat itukan sangat bermacam-macam, sebagai contoh ada seorang
remaja yang masih belum mencukupi umur untuk melakukan pernikahan,
sedangkan dia telah hamil sebelum nikah, sedangkan anak yang di
kandungannya harus segera mendapatkan pengakuan seorang ayah
Biologianya, maka hal ini harus kita laksanakan dengan bijaksana untuk
mendahulukan sisi kemanusiaannya, dan nikah siri itu pun saya anggap
adalah pwenikahan yang sah jika pernikahan itu dilakukan swauai rukun dan
syaratnya.

Menurut Hukum Islam Perkawinan atau pernikahan itu dianggap sah apabila
memenuhi rukun dan syaratnya yaitu 2 orang mempelai, dan dua orang saksi,
ljab Qabul, dan Perkawinan Di Indonesia telah diatur dengan Undang-
undang perkawinan No.1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa perkawinan
atau pernikahan diwajibkan untuk dicatat, apakah nikah siri/nikah tidak
tercatat itu sah?

Jika pernikahan yang di lakukan oleh pasangan tersebut sebelumnya
terjadi karena beberapa hal yang sesuai dengan syarat dan ketentuan



sebagaimana acuan pengadilan maka itsbat nikah tersebut legal dan mereka
berhak atas hak hukumnya.



PEDOMAN WAWANCARA

Didalam Penulisan Tesis ini telah dicantumkan pertanyaan penelitian sebagai
yang dijadikan landasan penulisan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1.

2.

Bagaimana lagalitas hukum nikah siri yang dilakukan 40 pasangan suami
istri?

Bagaimana menurut cendekiawan muslim Kota Palangka Raya terhadap
isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan suami istri nikah siri?

PERTANYAAN PENELITIAN

1.

2.

Bagaimana kedudukan Hukum Nikah Siri/Tidak Tercata yang dilakukan oleh
40 Padangan yang terjadi di Kecamatan Kahayan Hilir ?

Menurut Hukum Islam Perkawinan atau pernikahan itu dianggap sah apabila
memenuhi rukun dan syaratnya yaitu 2 orang mempelai, dan dua orang
saksi, ljab Qabul, dan Perkawinan Di Indonesia telah diatur dengan
Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa
perkawinan atau pernikahan diwajibkan untuk dicatat, apakah nikah
siri/nikah tidak tercatat itu sah?

Dalam Pernikahan diperlukan 2 orang saksi yang bertujuan untuk
menghindari sebuah pernikahan tersebut dari fitnah, jika pernikahan tersebut
mengabaikan pencatatannya, hanya mengandalkan saksi semata, bagaimana
Jika suatu saat 2 orang saksi tersebut meninggal?

Isbat nikah atau yang sering di sebut dengan nikah masal di Indonesia telah
ditentukan dengan 2 syarat yaitu Pernikahan yang dilangsungkan diatas
tahun 1974, dan bagi pasangan yang bukti pernikahannya hilang, terbakar,
dan atau musnah, jika dilihat dari bukti yang didapat dilapangan terhadap
pasangan peserta isbat nikah tidak satupun yang memenuhi criteria tersebut,
apakah mereka layak diisbatkan?



Pesertalsbat Nikahdari NikahSiri
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